WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ I /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PENGANTAR
DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2023

Menimbang :

Mengingat

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (16) Peraturan

1.

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07 /2022 tentang Pengelolaan Dana Desa,
perlu ditunjuk Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah sebagai Pejabat Penanda tangan Surat
Pengantar Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana
Desa Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pejabat
Penanda Tangan Surat Pengantar Dokumen

Persyaratan Penyaluran Dana Desa Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah
Tingkat Il Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3423);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,



10.

13

12.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11
Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016

Nomor 11);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Sawahlunto Nomeor 2 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

13. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 61 Tahun

2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Penanda Tangan Surat Pengantar
Dokumen Persyaratan Penyaluran Dana Desa
Tahun 2023 yaitu Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Pejabat sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU
bertugas dan bertanggung jawab menurut
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan jo. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian
hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.




